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ABSTRAK

Hj. Nurul Wahida Rifal (B 111 03 018) Tinjavan Hukum Pidana
Terhadap Fenggelapan Pembayaran Pajak Di Wilayah Kerna Kantor
Pelayanan Pajak (KKP), (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No.492/Pid B/2003/PN.Mks) (dibimbing oleh H. A. Abu Ayyub
Saleh dan Haeranah).

Dalam melakukan penelitian , penulis memilih objek penelitian pada
kantor pengadilan Negeri Makassar, karena didasarkan pertimbangan
bahwa Instansi tersebut terkait dengan Penggelapan Pembayaran Pajak
Yang Terjadi Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KKP) dan
Pengadilan MNegeri Makassar dalam memutuskan perkara tersebut. Ini
merupakan penelitian hukum normatif, Yaitu penelitian yang dilakukan
berdasarkan pada penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk
memperoleh data sekunder dibidang hukum. Selanjutnya untuk
melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, guna
memperoleh data primer dilakukan juga penelitian lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai
permasalahan yang akan diteliti dan dilihat dari sifatnya dapat dikatakan
sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dengan penelitian ini
diharapkan akan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan
sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan Penggelapan
Pembayaran Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KKP).
Analisis dimaksudkan bahwah berdasarkan gambaran — gambaran, fakta
dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisa secara cemmat
bagaimana menjawab pemmasalahan penelitian. Adapun data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Dakwaan Penuntut Umum
dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks
mengenai kasus Penggelapan Pembayaran Pajak Di Wilayah Kerja Kantor
Pelayanan Pajak (KKP) / korupsi yang mengakibatkan kerugian negara
secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 143 ayat 2
KUHAP, dimana telah menguraikan secara cemmat tentang sifat dan
hakekat suatu dakwaan. Sedangkan dari segi penerapan hukumnya yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Putusan
Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks adalah sudah
sesuai dengan hukum pidana materil yang diatur dalam Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Mo. 20 Tahun 2001, karena
hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ancaman hukuman yang
diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.
31 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat
(1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pemerintah menghimpun dana dari masyarakat. Berbagai
upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menghimpun dana
dari masyarakat salah satunya melalui sektor pajak yang menjadi sumber
panerimaan negara terbesar.

Upaya dan kebijakan pemerintah dalam rangka menghimpun dana
dari masyarakat melalui pemungutan pajak harus senantiasa berpijak
pada asas legalitas, sebagai salah satu konsep negara hukum. Asas
legalitas mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus diternpatkan pada
dasar (menurut undang — undang). Maksud dan tujuan penerapan asas
legalitas di bidang perpajakan adalah agar supaya tindakan atau
perbuatan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan
pajak tidak di kategorikan sebagai perbuatan melanggar. hukum atau *
onrechtmatige overheidsdaad ". Penerapan asas legalitas di bidang
perpajakan dalam sistem kenegaraan di Indonesia dapat dilihat pada
Undang — Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat (2) " :segaia pajak untuk
keperluan negara berdasarkan undang — undang *,

Seiring dengan perkembangan ekonomi maupun sosial, peraturan
perundang - undangan perpajakan terus disempumaléan. Perubahan

selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Pemerintah berupaya



untuk  membuat peraturan perpajakan sedemikian rupa melalui
intensifikasi maupun eksentifikasi pemungutan pajak sehingga diharapkan
dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Upaya pemerintah tersebut seiring dengan semakin dominannya
penerimaan dari sektor pajak dalam RAPBN maupun AFI'EN negara kita
beberapan tahun terakhir ini. Hal ini dilakukan mengingat sumber
penerimaan migas tidak dapat diandalkan lagi karena jumlahnya makin
menipis dan tidak dapat diperbaharuij.

Dalam pelaksanaan Undang — Undang No 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Ur;nurn dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan Undang — Undang No 9 Tahun 1994, disadari masih terdapat hal-
hal yang belum tertampung sehingga menuntut perfunya_ penyempurnaan
sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah,
Penyempumaan peraturan perundang — undangan perpajakan tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut, terakhir diatur dalam
Undang — Undang No. 16 Tahun 2000.

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar
undang - undang ini tercermin dalam ketentuan - Hletentuan yang
mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak dan menjadi ciri dan
corak dalam sistem perpajakan Indonesia karena akan menjadi "
ketentuan umum " bagi perundang — undangan perpajakan yang lain.

Sistem pemungutan pajak tersebut memberikan kepercayaan

sepenuhnya kepada wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang



terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan
yang telah dibayar sesuai ketentuan dalam peraturan perundang -
undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan pula pelaksanaan
administrasi yang terlalu membebani waijib pajak dan hirnhf;'asi akan dapat
dihindari,

Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan
masyarakat tersebut wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat
administratif akan dilimpahkan kepada aparat bawahanya termasuk pada
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sulsel, Sulbar dan Sultra dan
pada umumnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam ketentuan ini pula
digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktf dalam
melaksanakan tugas — tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan
penerapan sanksi sesuai peraturan perundang — undangan perpajakan
dan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan
kesederhanaan.

Dengan kemudahan - kemudahan yang diterapkan dalam
peraturan perpajakan, diharapkan akan lebih meningkatkan intensifikasi
penerimaan negara dan meminimalisir pelanggaran — pelanggaran yang
dapat melawan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masih adanya
terjadi tindakan - tindakan yang dapat melanggar hukum khususnya pada
kasus penggelapan pajak vyang dilakukan oleh wajib pajak baik
perorangan maupun badan bahkan adapula yang melibatkan pejabat yang

melakukan pemungutan pajak itu sendii.



Dalam kedudukannya, hukum pajak termasuk hukum publik yang
merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara
penguasa dengan warganya. hukum pajak merupakan bagian dari hukum
administratif. Meskipun demikian tiu:lﬁk berarti bahwa hukum pajak berdiri
sendiri terlepas dari hukum lainnya khususnya hukum pidana yang
mempunyai hubungan yang tidak dapat terpisahkan sep_erti yang telah
tercantum dalam Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
yang terdapat diluarnya, kesempatan ini banyak dipergunakan karena
kenyalaan bahwa peraturan administratifpun sangat memerlukan sanksi —
sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak rarnéli. Demikian pula
dalam peraturan pajak, terdapat sanksi — sanksi yang bersifat khusus.

Uraian singkat diatas yang melatar belakang} sehingga penulis
mengangkat judul : “Tinjavan Hukum Pidana Terhadap Penggelapan
FPembayaran Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pa{aylanan Pajak (KPP)
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.
492/Pid.B/2003/PN.Mks)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan

masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku
penggelapan pajak yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan

Pajak (KPP)



2. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penggelapan
pajak yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

I. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku
penggelapan pajak yang teradi di wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak (KPP)

2. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya penggelapan

pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pérkembangan ibmu
hukum, khususnya hukum pidana, hukum pajak dan juga bagi
yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang tindak
pidana penggelapan pajak yang terjadi di wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana
Indonesia.

2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi dan

pemerintah, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan

yang berkenaan dengan pemberantasan lindak pidana
penggelapan pajak yang terjadi pada wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Ditinjau dari Perspektif Hukum

Pidana Indonesia.
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3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi
tentang tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi pada
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dintinjau dari

Perspektif Hukum Pidana Indonesia,
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penggelapan

Fenggelapan berasal dari kata gelap atau juga disebul kelam
artinya tidak terang, atau dalam arti belum jelas, atau dalam arti rahasia,
sesuatu yang tidak terang-terangan, atau juga dalam arti tidak halal atau
tidak sah. Menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti
mencuri  atau memakai barang yang dipercayakan kepadanya,
Penggelapan atau cara atau hal menggelapkan.

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
Penggelapan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja dan
melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri, barang sesuatu
seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan. Penggelapan ini diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau denda palihglg banyak enam
puluh rupiah (Pasal 372 KUHP) .

Adapun penggelapan yang dijelaskan dalam Pasal 415 KUHP :

"Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus-menerus

atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan

sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga uang, yang
disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau

kertas berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu”.
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Dengan bertolak dari ketentuan Pasal 415 KUHP tersebut di atas,
maka penggelapan menurut hukﬁm harus memenuhi syarat-syarat,
sebagai berikut

1. Barang yang digelapkan itu berupa uang atau surat yang
bernilai uang (surat yang bernilai uang misalnya cek).

2. Yang disimpannya karena jabatannya (misalnya bendaharawan
negara menggelapkan uang negara yang wajib disimpannya
karena ia menjabat sebagai bendaharawan. Atau seorang
kepala desa yang diserahi memungut uang pajak tanah,
menggelapkan uang pajak tersebut), .

Menurut Kamus Hukum (llham Gunawan, 2002 : 393) yang

dimaksud dengan Penggelapan (verduistering) adalah :

"Penyelewengan korupsi, proses, cara, atau perbuatan

menggelapkan”.

Penggolongan Tindak Pidana Penggelapan menurut KUH Pidana,
sebagai berikut :

1. Penggelapan barang (verduistering).

2. Penggelapan khusus (gequalificeerde verduisa‘én’hg}-

3. Penggelapan ringan (lichte verduistering).

4. Penggelapan oleh pegawai negeri.

5. Penggelapan uang oleh pegawai negeri.

6. Penggelapan barang oleh pegawai negeri.
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B. Pengertian Pajak

Sebelum Lebih lanjut dijelaskan tentang pajak maka terlebih dahulu
penulis mengemukakan tentang sumber - sumber penerimaan negara.
Penerimaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan tercermin
dalam APBN, dalam neraca tersebut tergambar penerimaan dalam negeri
dan penerimaan pembangunan. Dalam struktur penerimaan negara
Indonesia, penerimaan negara dari Migas mampun?rai proporsi yang
besar. Selanjutnya pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk, Cukai dan Pajak
Ekspor mengalami peningkatan dan pemungutannya sangat bermanfaat
dalam  pengumpulan penerimaan negara dalam membiayaai
pembangunan bangsa dan negara ini sehingga dapat diartikan bahwa
unsur keadilan dan pemerataan menjadi semakin tercermin dalam APBN
Indonesia karena pajak langsung bersifat progresif, Suparmoko ( 1984 :
150 ). |

Pajak merupakan penerimaan negara yang di peruntukkan untuk
membiayai pengeluarannya, baik untuk pengeluaaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan. Pajak adalah masalah negara dan setiap
orang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan masah pajak.
Pajak lazimnya di berikan dalam i:entuk uang atau sumbangan oleh
anggota masyarakat kepada negara tanpa mendapat imbalan secara
langsung, yang digunakan untuk kepentingan UI11LIII'I'L Kata pajak di

gunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa asing seperti belasting atau



fiscaal | bahasa Belanda ), fax ( bahasa Inggris ) dan fiscus (bahasa
Latin). Ada juga istilah fiscal ( bahasa Inggris ), steur ( bahasa Jerman )
dan seterusnya,

Walau para ekonom memberikan pengertian pajak yang berbeda
menurut kondisi, namun pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang
sama. Adapun pengertian — pengertian pajak yang diberikan oleh para
ekonom dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Soemitro (1588 - 129) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara ( peralihan kekayaan
dan sekfor partikelit ke sektor pemerintah ) berdasarkan Undang —
Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa
imbalan (tegen prestice) untik biaya pengeluaran umum ({oublic vit
gaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong
untuk mencapaj tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Pengertian pajak menurut Adriani yang dikutip oleh Waluyo dan
llyas (2002 : 4) :

Fajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang
terhutang oleh yang wajib pajak membayam ya menurut peraturan —
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah unltuk membiayai
pengeluaran — pengeluaran umum berhubungan dengan tugas
negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut 5. |. Djajadiningrat yang dikutip oleh (Siti
Resmi, 2003 :1):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan
kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,
kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan terfentu, tetapi
bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi lidak ada jasa tlimbal
balik dar negara secara langsung, untuk memelibara
kesejahteraan secara umum,
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mengemukakan definisi pajak :

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang -

{{nr::'ang fy-_a*ng dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa

timbal balilk (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran urnum.

Pajak yang semula merupakan pemberian sukarela berubah
menjadi pungutan yang sifatnya wajib dalam rangka untuk memelihara
kepenntingan negara atau daerah yaitu untuk mempertahankan negara
dan melaksanakan pembangunar{. Dengan ini pemungutan pajak
mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dan negara /
daerah baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan..

Dar berbagai pengertian tersebut diatas pengeriian pajak secara
lengkap yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
Jndang — Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa
timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan dari definisi diatas maka dapat diambil suatu
kesimpulan tentang ciri = ciri yang melekat pada pangérﬂan pajak yang
dikemukakan oleh Siti Resmi { 2003 : 2 ) antara lain ;

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang —

undang serta aturan pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individu oleh pemerintah.
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c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. |

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran

pemerintah, yang bila dari pemasukannya Ir'paslh terdapat
surplus, dipergunakan untuk membiayai public invesment.

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter vyaitu

mengatur. %
C. Dasar Perpajakan
1. Fungsi Dan Prinsip Pajak

Pajak yang diberlakukan pemerintah menuru Siti Resmi ( 2003 : 3 )
pada umumnya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair { sumber
keuangan negara ) dan fungsi regulerend ( mengatur ).

Menurut fungsi budgetair ( sumber keuangan negara ) fungsi pajak
merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan
negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak — banyaknya
untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksentifikasi
maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan
peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi
dan Bangunan, dan fain — lain.

Menurut fungsi Regulered ( mengatur ) fungsi pajak sebagai alat

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
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sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang

keuangan secara khusus misalnya pemberlakuan tax holiday

dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modainya

di indonesia.

Kedua fungsi diatas mempunyai hubungan yang erat dan saling

mempengaruhi dalam penetapan pajak oleh pemerintah, sehingga harus

ada prinsip — prinsip perpajakn yang digunakan sebagai pedoman.

Frinsip — prinsip pemungutan pajak, sebagai berikut :

Prinsip kesamaan /keadilan

Prinsip ini harus sesuai dengan kemanpuan rélatif atau beben
pajak yang di kenakan bagi setiap wajib pajak. Jadi perbedaan /
penghasilan di gunakan sebagai dasar retr%busi beban pajak,
dalam arti bukan besarnya uang yang di bayarkan menjadi
persoalan, tetapi beban ril dalam artian kemampuan yang
hilang.

Prinsip kepastian

Prinsip ini meyatakan bahwa dalampengenaan pajak
dilaksanakan dengan tegas, jelas dan pasti I:_»agi setiap wajib
pajak. Hal ini di maksudnya agar mudah dimengerti dan

mempermuda pemerintah dalam pelaksanaan administrasi,
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Prinsip Kecocokan / Kelayakan

Maksudnya pajak yang dilaksanakan tidak boleh terlalu
menekan wajib pajak sehingga dengan suka rela dan senang
hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Prinsip Ekonomi '

Hendaknya pajak dilaksanakan menimbulkan kerugian minimal
dalam arti jangan sampai biaya pungutan lebih besar dari
jumlah penerimaan pajak, .

Prinsip Efisien

Hasil pemungutatan pajak sedapat mungkin cukup untuk
menulup sebagin pengeluaran-pengeluaran. negara. Oleh
karana itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya
tidak memakan biaya pemungutan yang besar. Untuk mencapai
efisiensi pemungut pajak serta untuk memudahkan wajib pajak
untuk menperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan sistem
pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan
sehingga masyarakat tidak terganggu dengan Iparmasalahan
pajak yang sulit.

Prinsip Sederhana

Untuk m.-enc:apai efisiensi pemungutan pajak serta untuk
memudahkan  wajib  pajak  untuk  menghitun  dan
memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistemn

pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga
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masyarakat tidak tergantung dengan permasalahan pajak yang
sulit. Sistem permungutan pajak yang sederhana dan mudah
dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran

Masyarakat dalam membayar pajak.
2. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut R. Santoso brotodiharjo dalam Siti Resmi ( 2003 : 3 )
menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik
merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatﬁr hubungan antara
penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk
mengatur pemerintah, Menurutnya, yang termasuk hukum publik adalah:
hukum tata negara, hukum pidana, hukum admistratif, sedangkan hukum
pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meskipun demikian
tidak berarti bahwa hukum pajak berdin terlepas dari hukum pajak lainnya
(seperti hukum perdata dan hukum pidana).

Hukum Pajak juga mempunyai hubungan dengan hukum pidana.
Hukum pidana, seperi tercantum dalam kitab undang-lum:lang Hukum
Pidana (KUHP) da yang terdapat diluarnya, merupakan suatu keseluruhan
yang sistematis yang juga berlaku untuk peristhua—peristiﬁa pidana yang
diuraikan diluar KUHP dilndonesia telah diperoleh pembuat ordonansi
semenjak 16 Mei 1927, dan kesempatan ini banyak dipmgunakan karena
kenyataan bahwa pangaturan administratifpun sangat memeriukan sanksi-
sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak ramai. Demikian pala

dalam peraturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus.

13



———— g T

Fembagian Hukum Pajak

Hukum Pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum

pajak formil (Siti Resmi, 2003: 4),

1. Hukum Pajak Materiil
Hukum pajak materii memuat norma-norma yang menerangkan
keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan
pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besamya
pajaknya. Denagn kata lain, hukum pajak materil mengatur tentang
timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan
hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Termasuk dalam
hukum pajak materil adalah peraturan yang'mamuat kenaikan,
denda, hukuman dan cara-cara pembebasan dan pengembalian
pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada
fiskus. Peraturan Tersebut ada yang sederhana dan ada yamg
berbelit-belit seperti Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak Formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-
cara untuk menjelmakan hukum pajak materiil tersebut menjadi
suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara
penyelenggaraan mengenai penetapan suatu u.tang pajak, kontrol
oleh pemerintah terhadap penyelenggaran, kewajiban para Wajib
Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak),

kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungtannya.
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Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan

Wajib Pajak, dan untuk .member] jaminan bahwa hukum

materialnya akan dapat diselenggarakan setepat tepatnya.

Hubungan hukum dan Fiskus dan Waijib Pajak tidaklah selalu sama

karena kompetensi aparatur fiskus kadang-kadang ditambah atau

dikurangi, |

3. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak
Teori pemungutan pajak menurut Siti Resmi { 2003 : 5 ) yang dapat
mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya adalah :

1. Teori Asuransi
Adalah termasuk dalam tugasnegara untuk melindungi rakyat
dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa,
dan juga harta bendanya. Seperti halnya .dalam perjanjian
asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan
kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam
hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap
sebagai preminya yang sewaktu — waktu harus dibayar oleh
masing-masing. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk
memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, namun
beberapa ahli menentangnya. Mereka berpendapat bahwa
perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah
tepat, karena: 1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada

penggantian secara langsung dari negara, 2) antara
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pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh
negara tidaklah terdapat hubungan langsung. ;

. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan
pembagian beban pajak yang harus dipunglﬁt dari seluruh
penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas
kepentingan orang  masing-masing dalam tugas-tugas
pemerintahan, te-rrnasuk perlindungan atas jiwa ur%ng—nrang itu
beserta harta bendanya. Oleh karena itu, suﬁah sewajarnya lah
jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan
kepada mereka.

. Teori gaya Pikul

Teori ini  mengandung  kesimpulan bahwa dasar keadilan
pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh
negara kepada warganya., yaitu perlindungan atas jiwa dan
harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-
biaya yang jarus dipukul oleh segenap orang yang menikmati
perlindungan itu, yaitu dalam _I:enml-: pajak. Teori ini
menekamkan pada asas keadilan, bahwasannya.pa]ah haruslah
sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut
gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapt diukur
berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan

besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam
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Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul
untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan

sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan kegiatan teori sebelumnya, yang tidak
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham Organische
staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa kﬁrena sifat suatu
negara maka limbulnya hak mutlak yang memungut pajak.
Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, d&ngé_n tidak adanya
persekutuan tidaklah akan ada individu, Oleh karnanya maka
persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak antar satu
dan yang lainnya. Akhirmya setiap orang menginsafi bahwa
menjadi satu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya

terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara menungut
pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan
memandang efekyang baik itu sedagai dasar keadilannya.
Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan
pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam
masyarakat untuk rumah tangga negara, "dan kemudian

menyalurkan kembali kemasyrakat dengan maksud untuk
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memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah
tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan
kepentingan masyarakat Inilah yang dapat dianggap sebagai
dasar keadilan pemungutan pajak. |
4. Jenis Pajak Dan Tata Cara Pemungutannya
a. Jenis Pajak
Menurut Siti Resmi ( 2003 ; 6 ) Terdapat berbagai macam jenis
pajak , yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan
menurut golongannya, menurut ' sifatnya, dan menurut lembaga
pamungutnya. |
1. Menurut Golongannya

Menurut golongnnya, pajak dikelompokkan ﬁ'renjadi dua yaitu

Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

» Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau
ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat
dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak
lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak
yang bersangkutan.

+ Pajak Tidak Lansung, adalah pajak yang pada akhirnya
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau
pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jilka terdapat suatu

kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan

terutangnya pajak.
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. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikemmpukhah menjadi dua yaitu

Pajak Subjektif dan Pajak Objektif,

Pajak  Subjektif, adalah pajak yang 'pengenaannya
memperhatikan pada keadaan pribadi \n'l‘uflaji Pajak atau
pangenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Pajak Objektif, adalah pajak }.rang. pengenaannya
memperhatikan pada objeknya baik beruﬁa benda, keadaan,
perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan membayar
pajak, tampa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak

(wajib pajak) maupun tempat tinggal.

. Menurut Pemungutnya

Menurut lemba pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi

dua yaitu Pajak Negara ( Pajak Pusat ) dan Pajak Daerah.

Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut
oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayaa
rumah tangga negara pada umumnya.

Pajak Daerah, Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
daera baik daera tingkat | maupun daerah |l dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daera masing-masing.

b. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas

pemungutan pajak stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran.
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1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu

stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran.

a. Stelsel Nyata (riil). Stelsel ini menyatakan bahwa
pengenaan pajak didasarkan pada objek yang
sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka
objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan
pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir t.ahun pajak, yaitu
setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam
suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah
penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang
sesungguhnya sehingga lebih lebih akurat dan realitis.
Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir
periode sehingga :

« Wajib Pajak akan dibebani jumlah panl‘lbaz.raran pajak
yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu
tersebut belum tentu tersedai jumla kas yang memadai.

« Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir
tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan
terpengaruh,

b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa
pengenaan pajak didasarkan pada suatu Ianggapan yang

diatur oleh undang-undang.
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c. Stelsel Campuran. ~ Stelsel ini menyatakan bahwa
pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel
nyata dan stelsel anggapan. Pada awal suatu tahun,
besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besamya pajak dihitung
berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya
pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar dari
pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus
membayar kekurangan tersebut. Eebalihlznya, jika besarnya
pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak
menurut anggapan, atas kelebihan tersebut dapat dimitra
kembali ataupun dikompensasikan pada tahun - tahun
berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang

lain.

. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu : asas domisili (
asas tempat tinggal ), asas sumber, dan asas kebangsaan,
Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan
pajak atas seluruh penghasilan Wajab Fajak yang bertempat
tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam negeri maupu penghasilan yang berasal dari luir

negr. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat
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tinggal diwilayah Indonesia Wajib Pajak Dalam Negri)
dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoieh
baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
* Asas Sumber
Asas ini Menyatakan bahwa negara berhak mengenakan
pajak asas penghasilan yang bersumber. diwilayah tanpa
memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang
memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak
atas penghasilan yang diperoleh tadi.
* Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan
dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan F'ajak.
Dalam sistem pemungutan pajak dikenal beberapa sistem
pemungutan,
yaitu: official assesment system, self assesment system, dan
with bolding systaem.
o Official Assesment System
Suatu sistemn p-emungultan pajak yang memberi kewenangan
aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri junlah pajak
yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan
undang — undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem

ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak
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banyak tergantung pada aparatur perpajakan (Peranan

dominan ada pada aparatur perpajakan )

» Self Assesment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri untuk pajak yang
terutang setiap tahunnya sesuai dengan I-:étentuan undang-
undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif
dan kegiatan menghitung serta pslaksanlaan pemungutan
pajak berada ditangan Wajib Pajak. Wajaib Pajak dianggap
mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan
perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran
yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar
pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
1. Menghitung sendiri pajak yang terutang . .
2. Memperhitungkan sendir pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang: dan
5. Memperlanggungjawabhan pajak yang terutang.
Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan
pungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendir

(peranan dominan berada pada Waijib Pajak)
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= With Holding System
Suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang
kapada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai
dangan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-
undang perpajaknan, keputusan presiden dan peraturan
lainnya untuk memotong dan  memungut pajak,
menyetorkan, dan Imempaﬂanggungjawabkan melalui
sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya
pelaksanaan pumungutan pajak hanyaiq tergantung pada
pihak ketiga yang ditunjuk. |

5. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak
Dari ketentuan yang dimuat dalam Undang - Undang Pajak
Nasional / Undang-Undang Momor. 16 Tahun 2000 terdapat Hak - hak
dari Wajib Pajak dan juga kewajibannya seperti :
1. Kewajiban Wajib Pajak :
a. Mendaftar diri untuk mendapatkan Nonor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
c. Mengambil Sendiri Surat Pemberitahuan, mgngisin}ra dengan

benar dan memasukannya sendiri kekantor Pelayanan pajak

dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
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d. Menyelenggarakan pembukuan / Pencatatan.
2. Hak-hak Wajib Pajak - |

a. Mengajukan surat keberatan dan banding.

b. Menerima tanda bukti pemasukan, p?tl'_nbetuian, dan
mengajukan

permohonan penundaan pemasukan surat pemberitahuan,

c. Meminta pengembalian kelsbihan pemhayara'n pajak.

d. Mengjukan permohonan panghapusan dan pengurangan

sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.

e. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan.

Dalam hak dan kewajiban wajib pajak, ada beberapa hal yang
harus diketahui pengertian dan fungsinya sehingga wajib pajak dapat
mengerti dan memahami dalam memenuhi hak dan kewajibannya,
diantaranya :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak { NPWP )

Pengertian dan Fungsi NFWP :

Momor pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan
kepada Waijib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pangenal diri atau idenfitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewjiban perpajakannya.

Berdasarkan pengertian ini maka Nomor Wajib Pajak berfungsi

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan:
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» Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib Pajak

= Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan

* Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan

+ Mendapayka pelayanan dari instansi tertentu

Nomor pokok Wajib Pajak ini akan dicantumkan dalam setiap
dokumen yang berhubungan dengan perpajakan, NPWP terdiri dari 15
digit, terdin dari 9 digit pertama merupakan kode wajib Pajak dan 6 digit
berikutnya merupakan Kode adminisrirasi perpajakan. Format tersebut
adalah sebagai berikut: XX GO KOCKXX, mulai tahun 1998,
NPWP otomatis sama dengan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Fajak.

2. Surat Pemberitahuan ( SPT )

Pengertian dan Fungsi SPT :

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak,
objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan dan perturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT menurut Penjelasan Pasal 3 ayatiUU No.16 tahun 2000,

adalah:
a, Bagi Wajib Pajak Penghasilan, SPT PFh berfungsi sebagai sarana

untuk :
« Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumiah

pajak yang sebenarnya terutang.
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* Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendii dan atau melalui pamotongan atau
pemungutan pihak lain.

* Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau
bukan objek pajak, harta dan kewajiban.

* Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tertentu
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1
(satu) Masa Pajak

b. Bagl Pengusaha Kena Pajak, SPT PPN berfungsi sebagai sarana
untuk: |

» Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah
Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang sebenarnya terutang.

« Melaporkan pengkreditan PajakMasukan terhadap Pajak Keluaran.

+ Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah

dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui

pihak lain dalam satu Masa Pajak.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong

atau dipungut atau disetorkan.

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong

atau dipungut dan disetorkan.

Jenis Surat Pemberitahuan :
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Surat pemberitahuan ( SPT ) terdiri dari:

a. Surat Pemberitahun Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal
26 (SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26)

b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 (SPT

Masa PPh Pasal 22 ).

c. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan
Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ).

d. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

e. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 (SPT
Masa PPh Pasal 15 ).

f  Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN ).

0. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN ) bagi Pemungut.

h. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan ﬁfilai (SPT masa
PPN ) bagi Pengusah Kena Pajak Pedagang Eceran yang
menggunakan nilai lai sebagai Dasar Fenganaaﬁ Pajak.

i Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(SPT Masa PPn BM ).

j. Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan ( SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan )

k Sural Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib Pajak

Badan (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan) yang diizinkan
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menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa .Inggn‘s dan mata
uang Dollar Amerika Serikat.
|l Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi ( SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang Pribadi )
m. Surat Pamberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 { SPT
Tahunan PPh Pasal 21 ).
3. Surat Setoran Pajak ( SSP ) dan Pembayaran F'ajak

Fengertian dan Fungsi SSP :

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan umum melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Megara atau tempat pembayaran yang lain atau
ditetapkan oleh Menten Keuangan.

| Surat Setoran Pajak (S5SP) berfungsi sebagai sarana untuk
membayar Pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak.

Terdapat dua jenis SSP yaitu SSP Standar dan SSP Khusus.
5 SSP Standar adalah surat dan oleh Waijib Pajak digunakan atau

berfungsi untuk:

Melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang

ke Kantor Penirimaan Pembayaran.

Sebagai bikti pembayaran dengan bentuk ukuran dan isi

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

SSP Standar digunakan untuk pembayaran semuah jenis pajak,

baik yang bersifat final maupun tidak final, kecuali setoran Pajak
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Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan

Bangunan.

SSP Standar dibuat rangkap 5 {(lima) yang diperuntukkan sebagail
berikut:

* Lembar ke-1 - untuk arsip Waijib Pajak

Lembarke-2  : untuk Kantor pelayanan Pajak ( KKP ) melalui
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
(KPKN)

» Lembarke-3  :uniuk dlllapurh:an oleh Wajib Pajak ke KKP

*» Lembarke-4 :untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran

+« lembarke-5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain
sesuai dengan ketentuan Perundangan perpajakan yang
berlaku.

. §SP Khusus adalah bukti pembayaran atau ﬁsnn,reluran pajak

terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh kantor

Panerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan

atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam

Keputusan Direktur Jendral Pajak. 55P khusus mempunyai fungsi

sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

&SP Khusus paling sedikit harus memuat keterangan sebagai

berikut:
« Nomor Pokok Waijib Pajak ( NPWP };

. Nama Wajib Pajak,
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» |dentitas Kantor Penerima Pembayaran; .

Mata Anggaran Penerimaan ( MAP ) / Kode Jenis Pajak dan
Kode Jenis Setoran:

» Masa Pajak dan atau Tahun Pajak;

* Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKFKB, atau
SKPKBT )

* Jumlah dan Tanggal Pembayaran;

« Nomor Transaksi Pembayaran Pajak NTTP ) dan atau
Momor Transaksi Bank ( NTB ).
SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak
oleh Waijib Pajak yang telah memiliki NPWP.
6. Pemeriksaan

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa sistem pemungutan
pajak yang berlaku menurut Undang-Undang Pajak Nasional adalah

sistern "self assessment’, di mana kepada wajib. pajak di berikan

kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan

menyetorkan ke kas negara. Dalam sistem ini tentu di perukan

kejujuran, dan tetap ada yang ftidak jujur dalam menghitung pajaknya

melalui Surat Pemberitahuan. Untuk itu - fiskus diberikan wewenang

untuk  melakukan pemeriksaan, terhadap kebenaran dari Surat

Pamberitahuan Tahunan (SPT): dari wajib pajak yang bersangkutan.
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Menurut H. Bohari { 2006 : 158 }Tfndahan Pemaﬁkaaan adalah

tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan ( fiskus ) dalam
rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap waiib pajak, untuk
mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang
dan jumiah pajak yang harus dibayar.
Mengenai dasar hukum tindakan pemeriksaan di bidang
perpajakan adalah:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahum 2000, ten'tang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 625/KMK.04./15994
tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perpajakan.
B. Tujuan dan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan terutama adalah untuk  menperoleh
/mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak’ Tamhahan. Surat
Pemberitahuan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, dan
lain-lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.
Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus
Surat Perintah Pemeriksaan dan  harus

dilengkapi dengan

memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Waijib pajak yang

diperiksa harus :

dan meminjamkan pembukuan atau catatan,

dasarnya, atau dokumen lain yang

1. Memperlihatkan

dokumen yang menjadi
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berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan beban waijib

pajak.

Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan,
3. Memberi keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak yang terikat oleh
suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan 'cleh pemerintah untuk keperluan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan  perundang-

undangan yang berlaku.

Direktur Jendrar Pajak berwenang melakukan penyegelan ke
tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak -tidak memenuhi

kewajiban  untuk  memberi kesempatan  untuk  memasuki

tempat/ruangan tersebut. Wewenang Difjen Pajak untuk melakukan

pemeriksaan pajak itu, dalam praktek telah dilimpahkan kepada aparat

bahwasannya, sehingga tugas-tugas pemeriksaan dapat dilakukan

ra optimal Pelimpahan wewenang melakukan pemeriksaan pajak
seca !

dari Dirjen Pajak kepada Direktur Pemeriksaan Pajak dan kepala Unit

Pemeriksaan Penyelidikan Pajak (UPP).
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C. Ruang Lingkup dan Tata Cara Permeriksaan

1. Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan pemeriksaan berwenang:

a.,

Pemeriksaan  buku-buku,  catatan-catatan,  bukti-buk
pembukuan dan dokumen-dokumen pandukungl lainnya.
Meminjamkan  buku-buku, catatan-catatan.  bukti-bukti
pembukuan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya
sepanjang diperlukan.

Meminta keterangan lisan dan/ atau tertuliz dari wajib pajak
Memasuki tempat atau ruangan tertentu yvang diduga
merupakan tempat penyimpangan dokumen, uang barang
yang dapat memberikan petunjuk tentang Fc.eadaan usaha
wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap
penting serta melakukan pemeriksaan fisik ditempat-tempat
tersebut.

Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada
huruf d, Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasa tidak
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat

pemeriksaan dilakukan.

Memintah keterangan dan atau bukti-bukti yang diperiukan
emin

dari pihak ketiga yang mempunyai gabungan dengan wajib.
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7. Penyidikan
A. Pengertian Penyidikan

Menurut Siti Resmi (2003 : 60) Penyidikan tindak pidana di
bidang parpajakn adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuatl terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan karena setelah dilakukan pemeriksaan
ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya yang
menimbulkan adanya indikasi tindak pidana dibidang perpajakan.
Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan diatur dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku,

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negri
Sipil (PPNS) tertentu yang berada dilingkungan Direktorat Jendral
Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik, dan
diberi wewenang khusus sebagai penyidik fidak pidana dibidang
Perpajakan.

Penyidik pajak dapat menghentikan penyidikan jika terjadi hal-

hal sebagai berikut:
a. Tidak terdapat cukup bukt.

i idana dibidang
b. Peri=- .+ yang terjadi bukan mesupakan tindak p




7. Penyidikan
A. Pengertian Penyidikan

Menurut Siti Resmi (2003 : &) Penyidikan tindak pidana di

bidang parpajakn adalah serangkaian tindakan yang dilakukan cleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
tu membuat terang tindak pidana dibldﬁng perpajakan yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan karena setelah dilakukan pemeriksaan
ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya yang
menimbulkan adanya indikasi tindak pidana dibidang perpajakan.
Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan diatur dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negri
Sipil (PPNS) tertentu yang berada dilingkungan Diraht:::rlat Jendral
Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik, dan

diberi wewenang khusus sebagai penyidik tidak pidana dibidang

perpajakan.
Penyidik pajak dapat menghentikan penyidikan jika terjadi hal-
hal sebagai berikut:
a. Tidak terdapat cukup bukti .
_ ; i
b. Peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pldana. dibidang
perpajakan.

C. Peristiwa telah daluarsa.
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d. Tersangkah telah meninggal dunia.

Disamping Penyidik, atas permintaan Menteri Keuangan, untuk
kepentingan penerimaan negara, Jaksa agung dapat menghentikan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, dengan syarat setelah
wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak
tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi
berupa denda sebesar empat kali jumiah pajak yang tidak atau kurang
dibayar, atau yang tid ak seharusnya dikembalikan.

B Pelaksanaan Penyidikan

Penyidik harus memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana yang

berlaku.

C. Tindak Pidana Perpajakan

Sanksi perpajakan terjadi karend terdapat pelanggaran

terhadap peraturan p&rundang-undﬂl‘lgaﬂ perpajakan. Dalam Undang-

Undang Pgmajakan dikenal dua macam sanksi, Yyaitu sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi

perpajakan kepada wajib pajak dapat merupakan sanksi adminisrasi
saja sanksi pidana gaja atau kedua-duanya. - Namun pada
ini ambil sanksi pidananya saja yang
pembahasan nl
jak.
dilakukan oleh pejabat pajak yang melakukan penggelapan paj
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Dalam U -
ndang ~ Undang Perpajakan, sanksi pidana dapat

berupa d ' i
pa denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara

Sanksi
i tersebut dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, Pejabat Pajak

. ; : .
ataupun Pihak Ketiga. Pihak yang dikenakan sanksi, terjadinya sanksi

dan jenis sanksi pidana perpajakan diuraikan dalam bagian berikut ini :

a. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak

l

keterangan lain yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap : altau
Menolak untuk dilakukan

pemeriksaan . atau .
jihatkan pembukuan,

atau dipalsukan seolah

3w

' nenyelenggarakan

Mo. Tindak Pidana Sanksi
| ‘_l."'.fa]ﬂ::- Pajak yang karena kealpaannya | Pidana kurungan paling
: . . lama 1 { satu } tahun dan
« Tidak menyampaikan SPT,atau | atau denda paling tinggi 2
il Menyampaikan SPT tetapi isinya | ( dua ) kali jumlah pajak
: tidak benar atau melampirkan terutang yang tidak atau
keterangan yang tidak benar | kurang dibayar.
sehingga menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara. (Pasal
38, UU No. 9 Thn 1984)
Wajib Pajak dengan sengaja . Pidana penjara paling
« Tidak mendaftarkan diri, atau |lama 6 ( enam ) tahun
menyalahgunakan atau | dan denda paling tinggi 4
menggunakan tanpa hak MNomor | ( Fmpat ) kal ;urptah
Pakok Waijib Pajak Ig:au pﬂzkhrur:gaggbgang tidak
Pengusaha na|d ang dipayar.
g:?ai”,k;tﬁ" : Sanksi tersebut dilipatian
« Tidak henyampaikaﬂ SPT ; atau 2 (dua ) kali jika Wajib
9 akan SPT dan atau Eajah melakukan lagi
Menyamp tindak pidana di bidang

jakan sebelum lewat
1 ( satu ) tahun.




pembuliuan atau pencat i
mampeﬁlhathan i :at.:,au.;a o Lﬁgt
meminjamkan buku, catatan, atau
dokumen lainnya - atau '

« Tidak menyetorkan pajak van
teia!': dipotong alalfI j dipn}rngft
sehlngga dapat  menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara.

(Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Thn
1994)

Wajib Pajak yang :

+ Melakukan  percobaan  untuk
melakukan tindak pidana
menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak MNomor
Pokok  Wajib  Pajak  atau
Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak ; atau

» Menyampaikan SPT dan atau
keterangan lain yang isinya tidak
benar atau ftidak lengkap dalam
rangka mengajukan permohonan
restitusi atau melakukan
kompensasi pajak. (Pasal 33 ayat
(3) UU No. @ Thn 1994)

Pidana . penjara paling
lama 2 ( dua ) tahun dan
denda palin tinggi 4 (
Empat ) kali jumlah

restitusi atau kompensasi

& T T ep————

Waijib Pajak karena kealpaannya tidak
menyampaikan POP _gltau
menyampaikan EF'UjP tetapi isinya
tidak benar sebagaimana dimaksu
dalam pasal 24 UU PBE.

Pidana kurungan selama
- lamanya 6 ( enam )
bulan atau denda setinggi

4 | —tingginya 2 ( dua ) kall

jumiah pajak terutang.

e

Waiib pajak dengan sﬁrngaja :

. JTilrak menyampaikan SPOP atau
menyampaikan SPOP tetapi 1sinya
i ; atau
tidak benar s e o

emperlinatkan
I ;Tpalgukan gtau dokumen lain yang

palsu atau dipalsukan seolah -

olah benar | atau idak
i n atau U a
» Tidak mempenth:;:caatau i
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Pidana penjara selama -
lamanya 2 ( dua ) tahun
atau denda setinggi -
tingginya 5 ( lima ) kali
pajak terutang. Sanksi
tersebut akan dilipatkan
dua jika dilakukan lagi
tindak pidana di bidang

jakn sebelum lewat
1 (satu)tahun.

meminjamkan sU




lainya ; atau
« Tidak menunjukkan data atau tidak

menyampaikan keterangan
diperiukan. e

b. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pajak

MNo.

Tindak Pidana

Sanksi

Pejabat yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan
hal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34 KUP

Pidana kurungan paling
lama 1 ( satu ) tahun dan
denda paling banyak Rp.
4.000.000,- { empat juta
rupiah ).

Pejabat yang dengan sengaja fidak
memenuhi kewajibanya atau
sesegrang yang menyebabkan Itidah
dipenuhinnya kewajiban  pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasa

| | sepuluh juta rupiah .

34 KUP.

Pidana penjara paling
lama 2 ( dua ) tahun dan
denda paling banyak Rp.
10.000.000.- (

¢. Tindak Pidana ‘Yang Dil

akukan Oleh Orang Ketiga

e —

MNo.

Tindak Pidana

Sanksi

e —

menurut Pasal 35
keterangan atau

tetapl dengan
i keterangan

Setiap orang yand '
KUP wajib member
bukti yang dimint
sengaja tidak
atau bukti, at
atau bukti yang

Pidana penjara paling
lama 1 ( satu ) tahun dan
denda paling banyak
Rp.10.000.000,- ( sepuluh
juta rupiah ).

dengan sengaja

i orang :
ihgga%alangi atau mempersy it
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Pidana - penjara  paling
lama 3 ( tiga ) tahun dan

e



penyidikan tindak pida . '
perpajakan. PICene. cbiang ?gﬂg;ﬂﬁggﬂg banyak Rp.
ik o (

sepuluh juta rupiah ).

8. Hubungan Pajak Dengan Hukum Pidana

Pajak termasuk hukum publik dan ini adalah sebagian dari tata
tertib hukum yang mengatur hubungan hukum arijcara penguasa
dengan rakyat / warganya mengenai hak dan kéw%jiban. Sanksi —
sanksi perpajakan ini Sebagaimana pula yang terdapat dalam tabel
Sanksi Perpajakan pada pembahasan Penyidikan diatas.

Hukum Pajak dalam hubungan dengan Hukum Perdata (KUHP)
dapat terlihat dalam Pasal 103 KUH Pidana yang berbunyi:

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku
juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-
peraturan lain, kecuali kalau ada undang-undang (Wef} atau

ordonasi menentukan peraturan lain".
Ketentuan Pasal 103 KUH Pidana ini menunjukan bahwa yang

memuat dalam buku | KUHP,, mulai dari bab | s/d (Pasal 1 s/d 83),

selain berlaku untuk hal-hal yang disebut didalam KUH Pidana, berlaku

juga untuk menerangkan hal-hal yang disebut dalam Undang-undang

atau peraturan lain kecuall ditentukan lain. Perkataan Undang-undang

lain dalam Pasal 103 KUHP  ini, menunjukkan juga termasuk

ketentuan-ketentuan yang dalam undang-undang pajak diancam baik

nggaran yang terdapat dalam undang-

sebagai kejahatan maupun pela
hun 2000 tentand k
gesuai dengan KUH Pidana. Ancaman

4 N 16 Ta stentuan umum dan tata cara
undang Nomo

perpajakan dapat dipidana
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pidana ternadap Tindak Pidana Pajak dapat dilihat dalam Undang —
Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentun Umum dan Tata
Cara Perpajakan pada Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.
Tindak pidana dibidang pajak dapat dibedakan dalam :

a. Pelanggaran, dan
b. Kejahatan.

Pelanggaran ialah tindak pidana yang terjadi tidak dengan
sengaja atau terjadi karena kealpaan dan kekhilapan seperti karena
kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan {.SPT] atau sudah
mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar

atau tidak lengkap.
Sanksi yang diancam terhadap pelanggaran dibidang pajak

lebih ringan daripada kejahatan. Untuk pelanggaran seperti yang

disebut diatas dikenakan canksi pidana kurungan paling lama satu

tahun dan atau denda setinggi — tingginya dua kali jumlah pajak yang

terutang. |
Kejahatan :algh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya ity ftidak sesuai bahkan
bertentangan dengan undang = undang tetapi tetap -dilahukan dengan
maksud supaya membayar pajak |ebih ringan, atau_untuk meamperoleh

yang merugikan
n sebagal kejahatan dalam hukum pajak

negara. Perbuatan -

keuntungan bag dirinya,
perbuatan yangd diklasifikasika

ialah ;
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. Dengan sengaja tidak mem

e o

. Denga ja i
gan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor

P 2 ;
okok Wajib Pajak ( NPWP ) atau menggunakan NPWP tanpa hak

untuk maksud - maksud tertentii.

. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, sedangkan

ia tahu bahwa surat pemberitahuan harus dikembalikan kepada
Kantor Inspeksi Pajak vyang bersangkutan setelah diisl

sebagaimana mestinya dan ditanda tangani.

. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan

mengisi secara tidak benar atau tidak lengkap, dengan

mendapatkan keuntungan dari itu.

. Dengan sengaja memperiihatkan pembukuan, catatan atau

dokumen yang palsu atau dipalsukan dan dengan perbuatan itu

mengelabui petugas pajak.

perlihatkan dan / atau tidak mau
meminjamkan pembukuan, ~catatan dan dokumen yang

diperiakukan oleh petugas pajak untuk menentukan jumiah pajak

yang terutang sebenarya.

Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang tglah dipotong atau
dipungut bagi orang atau badan yand ditunjuk oleh Undang —

perti ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan

Undang Pajak, s&

Pasal 26 Undang — Undang Pajak penghasilan.

tersebut diatas dia
tahun dan atau denda paliing tinggi empat

ncam dengan sanksi pidana



kali jumlah pajak yang terutang. Kata "dan/atau” bérarti bahwa hakim
mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi kumulatif, artinya
disamping sanksi penjara atau kurungan masih dapat juga dijatuhi
hukuman denda, dengan mengingat batas maksimun yang ditentukan
dalam undang - undang. Denda pidana berbeda dengan denda
administratif, Denda administratif dijatuhkan oleh administrasi pajak,
sedangkan denda pidana adalah wewenang Hukum Pidana. Wajib
pajak yang dikenakan denda pidana oleh Hakim Pidana, masih terbuka
kemungkinan untuk dikenakan denda administrasi oleh administrasi
pajak. Namun ini adalah wewenang menter WUEHQE“ apakah masih
perlu atau tidak, menteri keuangan yang kewenangannya dilimpahkan
kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat menganggap lebih bijaksana

untuk tidak mengenakan denda administrasi dengan alasan bahwa

wajib pajak sudah dipidana.

Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana kejahatan yang

dilakukan dalam bidang perpajakan dilipatkan dua kall (200 %) apabila

' ibi ' I
wajib pajak melakukan agi tindak pidana dibidang p-erlpajakn sebelum

saty tahun terhitung sej
ara. Tindak pidana dibidang perpajakan

ak waktu wajib pajak selesal
lewat waktu

menjalani pidana penj
ka telah lampau waktu sepuluh tahun

mempunyai masa kadaluarsa, !

mmngwﬂ-pﬂjak (pada akhir tahun). Berlainan

dihitung sejak saat 1€ | |
g ntuk menagih utang pajak seperti yang

dengan kadaluarsa dari hak U

Tahun 1983 tentang
_ Undang Nomor B
29 Undang

diatur dalam Pasal
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kadaluarsanya

setelah lampau waktu lima tahun dihitung dari terutang pajak

Selain itu ada beberapa subjek dalam tindak pidana perpajakan
yang kaitannya dengan hukum pidana. Subjek berari siapa — siapa
yang dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan di bidang
perpajakan. Dalam Undang - Undang Pajak, di samping wajib pajak
maka yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah. pejabat pajak
sendiri. Bila aparat pajak telah membocorkan rahasia jabatan, seperti
memberitahukan penghasilan atau kekayaan seurlang wajib pajak
kepada pihak lain sehingga wajib pajak tersebut merasa dirugikan,

maka ia dapat mengadukannya kepada yang berwajib. Pembocoran

rahasia jabatan ini merupakan delik aduan (klacht delic) artinya baru

akan diadakan penuntutan oleh jaksa apabila ada pengaduan dari

pihak wajib pajak yang merasa kerahasiaannya mengenal kekayaan

maupun penghasilan dilanggar oleh pejabat pajak (fiskus). Ancaman

pidana bagi peLanggararl rahasia jabatan ini hukumannya paling lama

satu tahun dan / atau denda uang paling tinggi Rp. 4.000.000,- (empat

juta rupiah). | »
Ancaman pidana bagi petugas / aparat pajak banyak diatur
n

pajak sehingga merugikan negara.

d toh dapat dikemukakan soal
dalam KUH Pidan 2

"penyuapan’ kepada pejabat ] diatur dalam Pasal
demikian diancam pidana seperti yang
emi Eing

e g KUHP. Hal lain adalah mengenai pemalsuan

209 KUHP. Jo Pasal 41
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materai dan pemalsuan syrat Ketetapan Pajak diancam dengan pidana

Pasal 253 dan Pasal 263 KUHP.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini, maka penelitian ini berbentuk penelitian hukum
normatif yang bersifat deskriptif-analitik, dengan menggunakan
pendekatan undang-undang dan pendekatan asas-asas hukum yang

relevan dengan objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian
Agar lebih mengarah pada sasaran stau tujuan yang diingikan

dalam suatu penelitian, maka perlu batasan baik permasalahan itu

sendiri maupun lokasi dimana penelitian dilakukan, Penulis memilif

melakukan penelitian oi Kota Makassar tepatnya pada Pengadilan

Negeri Makassar, dasar pertimbangan sehingga Pengadilan Negeri

Vakassar i dipilih sebagai lokast peneiian karena di Pengadian

Megeri Makassar penulis dapat melakukan wawancara terbuka
eqgeri

n judul
kepada hakim dan pengambllan data-data, sehubungan denga j

skripsi yang diangkat oleh penul{s.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh sejumlah informasi yang

diperlukan dilakukan melalui 2 cara :

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian yang
dilakukan langsung dilokasi penelitian melalui wawancara dengan
instansi/pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

2 Penelitian Kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang
dilakukan untuk memperoleh data dengan menelaah buku-buku,
peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari
tulisan di berbagai media Yyang ada hubungannya dengan

penulisan skripsi nantinya.

D. Metode Analisis Data

Pemilihan masalah didasarkan atas pertimbangan yang obyektif

(dilihat dari arah masalahnya). Selain itu tentu saja dibatasi oleh sudut

subyektif (yang dihubungkan dengan keterbatasan 5unl'sber informasi).

Untuk mengolah data yang terpadu dan sistematis, maka data yang

diperoleh diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara

deskriptif.

49



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai
menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang
terjadi. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya panagak' hukum mencari
cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Kenyataan
bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan
aturan perundang-undangan. Hal ni seringkali menyebabkan aturan
perundang-undangan dibuat semata-mata karena adanya suatu
penyimpangan norma dalam pandangan masyarakat (Jaw made by
disorder). Padahal seharusnya perundang-undangan dibuat sebagal

panduan bersikap tindak masyarakat sehingga masyarakat dapat

menentukan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang

dilarang (law made as an order).

Sebagaimana telah dijelaskan pahwa agar dapat menjangkau

berbagai modus uperandi pen-,rimpangan keuangan negara atau

g semakin canggih dan

g-undang Perpajakan dirumuskan

rumit, maka tindak
pereakonomian negard yan :

pidana yang diatur dalam Undan

ga meliputi
ngertian formil dan materil Dengan

: perhuatan-perbuatan yang secara
sedemikian rupa sehing _

. e
‘melawan hukum® dalam P

' K
rum tersebut pgngerﬁan melawan hukum - dalam bentu
perumusan terseliih
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penggelapan pajak dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela

yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana

Oleh karena penggelapan pajak sebagai kejahatan extra ordinary

crimes, maka dari segi filosofis seyogyanya putusan pengadilan

memulihkan rasa keadilan korban yang sifatnya masih dalam bentuk
memberikan efek psikologis atau berupa penderitaan. Sedangkan dari
segi sosiologis tujuannya untuk mengurangi kesenjangan perlakuan
hukum (perlakuan diskriminatif) yang terjadi di tengah masyarakat antara
pejabat dan bukan orang biasa atau antara orang kaya dengan orang
miskin dan sebagainya. Artinya bagaimana memberdayakan kekuatan
yang ada selain aturan hukum secara optimal sehingga dapat mencegah

perilaku penggelapan dan mengembalikan kerugian keuangan negara

yang dinikmati para pelaku penggelapan. Tujuan yang hendak dicapai dari

good will semacam ini adalah membangun semangat baru dan

menumbuhkan komitmen  atau konsensus bagi seluruh lapisan

masyarakat agar supaya memusuhi, membenci dan menalak segala
bentuk perilaku penggelapan, di samping itu, memberikan pendidikan
hukum dan nation carachter huiliding sesuai jati diri bangsa yang religius,

bermartabat, berbudaya.

analisis sub pertama, penulis akan menganalisis

Berikut pada

sehingga gaseorang melakukan tindak pidana

mengenai faktor = faktor
ak, Kemudian pad
geri terhadap @i

a sub kedua penulis akan menganalisis

engaelapan paj
el ran melawan hukum materiil

putusan Pengadilan Ne
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dalam undang-undang perpajakan hubungannya dengan masa depan
pemberantasan penggelapan pajak. Fokus pembahasan pada sub

pertama dan kedua ini diharapkan dapat menjadi indikator untuk

mengukur bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana

penggelapan pajak.

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks

dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak.

Dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki
empat makna. Keempat makna tersebut yaitu:l Pertama, sifat
melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu
perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan

manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan

hukum dan dapat dicela. Kedua, kata melawan hukum dicantumkan

dalam rumusan delik. Dengan demikiani, sifat melawan hukum

merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.

Ketiga, sifat melawan hukum formal mengandung arlﬁ semua unsur

lik telah dipenuhi. Keempat, sifat melawan hukum

pandangan. Partama, dari sudut

dari rumusan de

materiil mengandung dua
perbuatannya mengandung arti melanggar gtau membahayakan

g hendak dilindungi oleh pembuat undang-

kepentingan hukum yan
dua, dari sudut sumber hukumnya,

m rumusan delik. Ke

m []'iEf'lgan'd ung

undang dala
pertentangan dengan asas

sifat melawan huku
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" .
epatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat (Eddy OS
L] i B lrl
Hiariej, Kompas, 3 Agustus 2008).

Jika dihubungkan dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No. 492/Pid B/2003/PN.Mks terhadap unsur melawan hukum

materiil dalam Undang - Undang Perpajakan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah bersidang
memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah

mengambil putusan dalam par‘karﬁ terdakwa :

Nama : Asriadi Als Asri

Tempat Lahir : Makassar

Umuritgl lahir - 49 tahun/ 19 Maret 1954

Jenis Kelamin - Laki — Laki

Kebangsaan - Indonesia

Agama - Islam

Pekerjaan : Pegawai Kanwil Pajak wilayah _:w SULSELRA

1. Duduk Perkara

Secara perturut-turut sebagai saiu perbuatan  berlanjut

januan’. 15 pahruan‘.. 15 maret, 14 juni, 17

dimulai tanggal 19

ber, 15 nopember, :iall'l 10 desember

september, 16 dan 17 okio
tanggal 18 pe:bn.tari,
ya pada guatu wakiu
2002, pertempat di Bank Universal
| Sudirman No. 12 Kota

16 april, 17 juni, dan 16 juli

2001 kemudian
lain dalam tahun

2002 atau aﬂtidak-ﬁdaiﬁn

2001 sampai dengan tahun
di J. Jendra

Makassar yang terletak
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Makassar : ;
atau 5et|dak~tidakn1m pada suatu tempat lain dalam

daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atay orang lain atau suatu korporasi
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan a';au sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan Negara dan perekonomian Megara. dimana
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain.

2. Dakwaan Penuntut Umum

a. Primair

Bahwa ia terdakwa Asriadi alias Asri l:u-ailrz secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama dengan lwan Zulkarain (berkas perkara
diajukan secara terpisah) Secara berturut-turut sebagai satu

perbuatan berlanjut dimulai tanggal 15 januar, 15 pebruari,, 15

maret, 14 juni, 17 september, 16 dan 17 oktober, 15 nopember, dan

10 desember 2001 kemudAsri tanggal18 pebruari, 18 april, 17 juni,

dan 16 jull 2002 atau setidak-fidaknya pada suatu waktu lain dajam

tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, berternpat di Bank

Universal Makassar yang terletak di JI. Jendral Sudirman No. 12

Kota Makassar atau <otidak-tidaknya pada sualu tempat lain dalam

daerah Hukum pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan
atau orang lain atau suatu korporasi

menguntungkan diri sendir

lahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
menyala
v g abatan atau kedudukan Yyang dapat

ada padanya karend ]
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merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, dimana
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain

seperti yang dibahasakan dalam surat Putusan Pengadilan Negeri

Makassar No. 402/Pid. BI2003/PN.Mks

Ferbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1998
Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1
Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.- |

b. Subsidair

Bahwa ia terdakwa Asriadi alias Asri baik secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama dengan lwan Zulkarain (berkas perkara
diajukan secara terpisah) Secara berturut-urut sebagal salu

perbuatan berlanjut dimulai tanggal 15 f,anua'ri. 15 pebruari, 135

maret, 14 juni, 17 september, 16 dan 17 oktober, 15 nopember, dan

10 desember 2001 kemudian tanggal18 pebruari, 16 april, 17 juni,

dan 16 juli 2002 atau selidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam
tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, berl.%mpat di Bank
Universal Makassar yand terletak di JI. Jendral Sudirman No. 12
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu ternpat lain dalam
gadilan Negeri Ma

atau orang lain gtau suatu korporasi

B kassar, dengan tujuan
daerah Hukum

menguntungkan diri sendirl
lahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
menyaia t
danya karend jabatan atau kedudukan yang dapa
ada padany
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merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, dimana
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dialur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1998

Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1
Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP -

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya tersebut oleh
Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan saksi-saksi yang telah
didengar keterangannya didepan sidang dengan dibawah sumpah
sebagai berikut | Saksi Ali Fahmi Al Amrozi SE, 5.50s dan saksi-
saksi lainnya yang tercantum dalam surat Putusan Pengadilan
MNegeri Makassar No. 4QEIFH.EEGBBIPH.MH5-

3_. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan

pemeriksaan Majelis Hakim pengadilan Negeri Makassar, maka

Jaksa Penuntut Umum agar supayad Hakim Pengadilan Negeri

Makassar yan gadili perkara terdakwa Asriadi
akassar

alias Asri, memutuskan - .
1. Menyatakan terdakwa psriadi alias AT terbukti secara sah dan
. Menya

alah melakukan tindak pidana “Karupsl secara

meyakinkan bers
i perbuatan perlanjut’;
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- _
Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama

10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, -

(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta

uang pengganti sebesar Rp. 13.Uﬂﬂ.ﬂm.mﬂ,l-|:tiga belas milyar

rupiah) apabila tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk

membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan

pidana penjara selama 1(satu) tahun;

3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama

terdakwa ditahan;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) unit mobil Honda Civic wama Biru No.Pol.DD 15 VK.
1(satu) lembar STNK mobil No.POL DD 15 MK atas nama
Indiarto Thio Narto dan 1(satu) buah buku BPKB mobil No.

Pol DD 15 MK atas nama Indiarto Thio Narto :

1(satu) unit mobil merk Honda Sftream wama hitam No. Pol

DD 631 YC. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 631 YC

atas nama Astiadi:

1(satu) unit nobil merk Honda Civic warna hitam No. Pol DD

& LC. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 8 LC atas

nama Rezky . :
rk Ghe'u'l'ﬂ!ﬂ*t Wﬂmﬂ

F'nl DD 950 PD atas

hi'al.l Mo, F'.ul DD
1{satu) unit mobil me i
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n
ama Muhammad Akbar dan 1(satu) buah buku BPKB mobil

No. Pol DD 950 PD atas nama Muhammad Akbar :

1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam
MNo. Pol DD 2111 KF ¢

1(satu) lembar STNK motor No. Pol 2111 KF atas nama

Asriadi dan 1(satu) buah buku BPKE motor No. Pol 2111 KF

atas nama Asriadi :

1(satu) buah sertifikat hak milik No. 20200/Kelurahan Tidung
Tahun 2002. surat ukur No. 00026/2001 tanggal 26 Juli 2001
atas nama Rezky Aulia Asriadi : '

1(satu) buah sertifikat hak millk No. 20080/Desa Gunung

Sari Tahun 1998, surat ukur No. 00074/1999 Tanggal 23

Maret 1999 atas nama Ny. Sri Sunarti :

2{dua) lembar cek Bank Bukopin masing-masing senilai Rp.

10.000.000 {sepuluh juta rupiah) masing-masing No.seri AF

1433480 dan No. Sefi AF 1433478

1({satu) buah buku rekening tabungan Mandiri Makassar No.

Rekening 1520012111404 dan dana yang tersimpan dl

dalamnya sebesar Rp. 192.773. 553,92 {seratUS sembilan
ala

yluh lima ribu lima ratus

| uluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) atas nama
ima p

Asriadi
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1(satu) buah buku Taplus Bank BNI Makassar No,

Rek.07.002933576-901 dan dana yang tersimpan di

dalamnya sebesar Rp. 56.476.120 (lima puluh enam juta
empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah)

atas nama Asriadi ;

1(buah) buku tabungan Bll Super Pundi No. Rek 1-008-
151030 CIF No. 8 dan dana yang tem'rmpén di dalamnya
sebesar Rp. 11.475.553,95 (sebelas juta empat ratus tujuh
puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah sembilan
puluh lima sen) atas nama Asriadi :

1(satu) buku tabungan Bank Panin Makassar No. Rek.
700.1.06749.1 Kesra Plus dan dana yang tersimpan di

dalamnya sebesar Rp. 49.834.306 (empat puluh sembilan

juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam
rupiah) atas nama Asriadi |

1(satu) lembar catatan rekening pribadi pada Bank BCA

Dollar No Rek. 0251184738 (UsSD) dan dana yang

tersimpan di dalamnya sebesar 5000 Dollar atas nama
rsi _

Asriadi

juas 42 m2 diatasnya terdapat bangunan terletak di
ah seiud

Tan |
Makassar sesual sHM No. 20200 Desa Tidung
a

ama HEZIII:."T FlU“E ¥

Desa Tidung
Tahun 2002 atas N
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* Tanah seluas 258 m2 diatasnya terdapat bangunan terletak

di Desa Gunung Sar Kecamatan Tamalate Makassar

sesual SHM No. 20080/ Desa Gunung sari Makassar Tahun
1999 atas nama Sri Sunarti -

* Uang tunai sebesar Rp. 356.632.777 (tiga ratus lima puluh
enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu _t;:juh ratus tujuh
puluh tujuh rupiah) :

= 1(satu) buah buku BPKB mobil merk Honda Stream Mo. Pol
DD 631 YC No. R/248321/02/DIT LLSS No. Rangka NIK
RN3101027611 atas nama Asriadi :

Dirampas untuk Negara
« 11(sebelas) lembar fotocopy Aplikasi transfer yang telah di
legalisir sesuai aslinya dari rekening Iwan Zulkamnain pada

PT Bank Danamon A. Yan! Makassar ke rekening atas nama

Asriadi pada Bank BCA A. Yani Makassar, Bank Panin

Ratulangi Makassar dan Bank Danamon A. Yani Makassar .

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan
=
dalam perkara ain -

kwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

6. Membebani terda

2500,00 (dua riby lima ratus rupiah).



4, Pertimbangan Hukum Hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka
terlebih dahulu memberikan pertimbangan-pertimbangan, sebagai
berikut :

Menimbang bahwa Elﬂi_ilkah terdakwa dapat dihukum sesuai
dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu manakah diantara kedua
dakwaan tersebut yang terbukti dipersidangan | ................
Dakwaan Primair ; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3
Jo Pasal 58 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64

ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. .31 Tahun 1999 Jo

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.

Pasal 84 ayat (1) KUHP.
ir - sebagaimana diatur d
ng-Undang No. 31 Tahun 1699 Jo Undang-

Subsid an diancam dalam Pasal 8
Lebih Subsida :

Jo Pasal 18 Unda

o Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64

Undang No. 2
ayat (1) KUHP.

Atau :
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Dakwaan Primair : _
Imair . sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 84 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal tersebut
terdapat unsur-unsur antara lain seperti yang terdapat dalam surat
Putusan Pengadilan Negen Makassar No. 4EEIPM.EEGDMPN.MH5
5. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang
terungkap dipersidangan yakni mendengar keterangan dari ke 13
(tiga belas) orang saksi dan terdakwa sendir, ﬁaha Majelis Hakim
sampai pada putusannya yang dicantumkan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Asriadi alias Asri terbukli secara sah dan

meyakinkan kersalah melakukan tindak pit:iana_'l(r.::rupsi secara

bersama-sama sebagal perbuatan berlanjut’;

2. Menghukum ia oleh karena ity dengan pidana penjara selama

10 (sepuluh) tahun 4an denda sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) cubsidair 3(tiga) hulan kurungan serta uang
r Rp. 13.ﬂﬂﬂ.uﬂﬂ.ﬂm},-{tiga belas milyar

pengganti sebesa

n-;.anmunj.rai harta benda mencukupi untuk

rupiah) apabila tidak

ngganti tersebut maka dipidana dengan
pe

membayar uang

hun,
pidana penjara celama 1(satu) 12



3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama

terdakwa ditahan:

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) unit mobil Honda Civic warna Biru No.Pol.DD 15 MK.
1(satu) lembar STNK mobil No.POL DD 15 MK atas nama
IndrAsrii Thio Narto dan 1(satu) buah buku E-lPI-‘{E mobil No.
Pol DD 15 MK atas nama Indiarto Thio Narto :

1(satu) unit mobil merk Honda Stream wan"na hitam No. Pol

DD 631 YC. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 631 YC

atas nama Asriadi:

1{satu) unit mabil merk Honda Civic warna hitam Mo, Pol DD

6 LC. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD & LC atas

nama Rezky

1(satu) unit mobil merk Chevrolet warna hijau No. Pol DD

g50 PD. 1{satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 950 PD atas

nama Muharmmad Akbar dan 1(satu) buah buku BPKE mabil

50 PD atas nama Muhammad F:ulthar A

jor merk Honda Astrea warma hitam

No. Pol DD @
1(satu) unit sepeda mo

No. Pol DD 2111 KF !
K motor No.
u BPKB motor No. Pal 2111 KF

pal 2111 KF atas nama



1{sat ' [
(satu) buah sertifikat hak milik No. 20200/Kelura han Tidung

Tah
un 2002. surat ukur No. 00026/2001 tanggal 26 Juli 2001

atas nama Rezky Aulia Asriadi

1(satu) buah sertifikat hak milik No. 20090/Desa Gunung
Sari Tahun 1999. surat ukur No. 00074/1999 Tanggal 23

Maret 1999 atas nama Ny. Sri Sunarti :

2(dua) lembar cek Bank Bukopin masing-masing senilai Rp.
10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) masing-masing No.seri AF
1433480 dan No. Seri AF 1433478 .

1{satu) buah buku rekening fabungan Mandiri Makassar No.
Rekening 152-001 24111404 dan dana yang tersimpan di
dalamnya sebesar Rp. 192.775.553,92 (seratus sembilan

puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus

lima puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) atas nama
Asriadi :

1(satu) buah buku Taplus Bank BNl Makassar No.

Hek.ﬂ?.DDEQEE-ETE-Em dan dana Yyang, tersimpan  di

dalamnya sebesar Rp. 56.476.120 (lima puluh enam juta

puluh @nam ibu seratus dua puluh rupiah)

empat ratus tujuh

atas nama Asriadi |

u tabungan Bil
dan dana yang tersim
(sebelas juta e]‘npat ratus tujuh

Super pundi No. Rek 1-006-
1(buah) buk

451030 CIF No- 8
11.4?5.553.95

pan di dalamnya

sebesar Rp-



puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah sembilan

puluh fima sen) atas nama Asriadj -

T(satu) buku tabungan Bank Panin Makassar No. Rek.
700.1.06749.1 Kesra Plus dan dana yang tersimpan di
dalamnya sebesar Rp. 49.834.306 (empat puluh sembilan
juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam
rupiah) atas nama Asriadi :

1(satu) lembar catatan rekening pribadi pada Bank BCA
Dollar No. Rek. 0251184738 (USD) dan dana yang
tersimpan di dalamnya sebesar 5000 Dollar atas nama
Asriadi

Tanah seluas 42 m2 diatasnya terdapat bangunan terletak di

Desa Tidung Makassar sesuai SHM No. 20200 Desa Tidung

Tahun 2002 atas nama Rezky Aulia :

Tanah seluas 258 m2 diatasnya terdapat bangunan terlatak
ana

di Desa Gunung cari Kecamatan Tamalate Makassar

o090/ Desa Gunung sarl Makassar Tahun

sesual SHM No. 2

1999 atas nama Sri Sunarti :

. eabesar Rp- 456.632.777 (tiga ratus lima puluh
Uang tunal s€ ]

catus tiga pulul dua ribu tujuh ratus tujuh
gnam

enam juta

puluh tujuh rupiah) -
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= 1(satu) buah buku BPKB mobil merk Honda Stream No. Pol

DD 631 YC No. R/248321/02/DIT LLSS No, Rangka NIK
RM3101027611 atas nama Asriadi

Dirampas untuk Negara

11(sebelas) lembar folocopy Aplikasi transfer yang telah di
legalisir sesuai aslinya dari rekening lwan Zulkarnain pada
PT Bank Danamon A. Yani Makassar ke rekening atas nama
Asriadi pada Bank BCA A. Yani Makassar, Bank Panin
Ratulangi Makassar dan Bank Danamen A. Yani Makassar :
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan

dalam perkara lain .
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Komentar Pen ulis

jan lam
Setelah penulis melihat serta mempelajar putusan dala

1 i berikut :
perkara ini, maka penulis akan mengomentari sebagal beri
E i
m dalam
Setelah penulis menelusuri dakwaan penuntut umu
it <ifat dan hakekat suatu
t but di atas maka telah memiliki sifat dan
kasus terse :

ielas dan
' sgecara cermat, |&
menguraikan

i telah :
dakwaan, yakni € 1o terdakwa maupun mengenai

dilakukan gleh terdakwa dan disertai
yang !

uraian dari perbuatan ot perouatan

pﬂrhuiltﬂﬂn‘jﬂ gerta
demikian maka menurut hemat

' an
itu berlangsungd, sehingga d&M9



penulis dakwaan tersebul secara formil ftelah memenuhi

persyaratan sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHAP

Selanjutnya penulis akan mengomentari Amar Putusan

Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

Melihat penerapan hukumipidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) serta merampas barang bukli hasil kejahatannya, yang
dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara ini Iatau terhadap
terhukum (Asriadi alias Asri), menurut perasaan hukum dan
keadilan penulis, sudah sepantasnya, sebab dengan beratnya
hukuman yang diberikan terhadap dir s terhukum  tersebut,

sehingga ada rasa takut untuk tidak mengulangi tindakan atau

perbuatan yang telah didakwakan tersebut.

Menurut hemat penulis, bahwa tindak pidana penggelapan

pajak yang disamakan dengan indak pidana korupsi tefjadi secard

meluas dan sistematis, tidak hanya merugikan keuangan negara
tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hah.-l:ial-: scsi-al dan
ekonomi masyarakal Hal ini dapat dilihat dalam bag! Asri menimbang
on sebagai berikut:

UUTPK yang secard tegas menyatak

idana korupsi yand 5elarna'ini terjadi
merugikan’ keuangan
juga telah merupakan pelanggaran
hitk cosial dan ekonomi nﬁlsyiar“akat
a tindak pidana korups! perlu
kejahatan yang

"Bahwa tindak p

secara meluas, tidak hanya

negara, tetap!

terhadap hak-
luas, sehingd

secara ]
sebag?!

digolongkan

a7



pemberantasannya harys dilakukan secars
biasa".

luar

Berdasarkan kutipan diatas, maka sangatlah wajar jika tindak
pidana penggelapan pajakikorupsi harus dijadikan sebagai musuh
bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya diperlukan cara
pandang agar supaya memusuhi, membenci dan menolak segala

bentuk perilaku korupsi melalul gerakan moral anti kun;lpsi.
Faktor — Faktor Sehingga Seseorang Melakukan Penggelapan
Pajak

Menurut Hj. Ida Kutana, Hakim Pengadilan Negeri Makassar

(Wawancara tanggal 22 Mei 2007), bahwa faktor-faktor penyebab

sehingga seseorang melakukan penggelapan uang .-,.ra'rtu disebabkan

ocleh :

2. Faktor Intern

a. Ingin Hidup Mewah
a Menghayati Ajaran Agama
g dapat mempengaruhi seseorang

arena faktor ketaatan

b. Kurangny
Eaktor ini sangat pentin

«an perbuatan jahat K

k melaku :
untu g melinat tingkat kesadaran

beragama paling berper
ng sulit untuk  di

a kalau penulis kata
ama dalam arti manusia saleh

ketahui secara pastl, tetapi

ra
hukum seseo B S

sekiranya dapat diterim

taat kepada ajaran &

yang selalu
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kehidupan '
pannya dalam kehidupan pasti orang tersebut akan jarang

berbuat jahat, dibanding dengan orang-orang yang ku
rang

menghayati ajaran agamanya.,

Dengan demikian, bahwa ketaatan bagi_lseﬁap manusia
merupakan faktor yang sangat menetukan baik buruknya tingkah
laku seseorang. Demikian pula halnya ketaatan beribadah bagi
seorang wanita sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku
dan kehidupan dalam sebuah keluarga dan ditengah-tengah

masyarakat.

Hal tersebut diatas sudah merupakan fulak ukur atau

penilaian masyarakat bahwa grang yang pemah mempelajari

dibidang ajaran agama secara mendalam dan selalu taat dalam

agamanya, adalah orang tersebut selalu

menjalankan ajaran
berbuat kebaikan.

3. Faktor Ekstern

. Faktor Lingkungan pergaulan yang mewah

mya kalau dikatakan bahwa seseorang

idup dalam kemewahan dan tiba-tiba merasa akan

apabila selalu h
yang ia ingi

n dia lakukan untuk

jatuh miskin, gehingga apapun

j dengan cara
kondisi sepertl § enga

nula wataupun it
kembali pada - i

melawan hukurm,
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b. Ingin memperkaya diri sendiri atay orang lain atau

korporasi

adalah ;

1)

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini

Memperkaya diri sendiri

Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum ity
pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda

miliknya sendiri,

2) Memperkaya orang lain

Maksudnya akibal perbuatan melawan hukum dari pelaku,
ada orang lain yang menikmati bertamhéhnyra kekayaannya
atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, disini yang

diuntungkan bukan pelaku langsung.

3) Memperkaya korporasi

Atau mungkin juga yans mendapat keuntungan dani

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku
adalah suatu korporas, yaitu kumnpulan orang atau
‘pajk merupakan

isasi,
kumpulan kekayaan yand terorganis

badan hukum maupun bukan badan hukum.l
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat
menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No, 492/Pid.B/2003/PN.Mks mengenai kasus korupsi
yang mengakibatkan kerugian negara secara formil telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHAP,
dimana telah menguraikan secara cermat tentang sifat dan

hakekat suatu dakwaan. Sedangkan dari  segi penerapan

hukumnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Hegeri Makassar

dalam putusan Putusan pengadilan Negeri Makassar No.

492!Pid.5;2003{PN.MH5 adalah sudah spsuai dengan hukum

pidana materil yang diatuf dalam Undang-Undang No. 31 Tahun

dang No. 20 Tahun
i dengan ancaman hukuman yang

001, karena hukuman
1999 Jo. Undang-Un 2

yang dijatuhkan sudah sesua

Undang No 31 Tahun 4999 Jo. Undang-
g- A

diatur dalam Undan
khususnya pada pasal 3 Jo. Pasal

.1
o. 20 Tahun 200
ndang X 999 Jo. Undang-Undang No.

g No. 31 Tahun 1
55 Ayat (1) ke 1

-Undan
18 Undang-uUn Jo. Pasal 64 ayat (1)

20 Tahun 2001 Jo. pasal

KUHP.-
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2. Faktor penyebab terjadinya berat di Kota Makassar adalah -

|. Faktor Intern
a. Ingin Hidup Mewah

b. Kurangnya Menghayati Ajaran Agama

Il. Faktor Eksteren
a. Faktor lingkungan pergaulan yang mewah
b. Ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

B. Saran
Dari kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis

mengajukan saran sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang sangat meresafikan dan membahayakan
stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan, sosial

ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai

demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini

seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman

terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, maka

ni Polisi.
ketegasan sikap dari para penegak hukum dalam hal ini Polisi

m sangat diperiukan, khususnya dalam

Jaksa dan Haki

: terhadap para pelakunya agar
i ksi yang berat
pemberian san

n tidak akan mangulanglnya lagi.

dalam pemberantasan t
tindak pidana

jera da
i indak pidana

2. Peran serta masyarakat
disamakan dengan

n pajak yand |
g meminimalisir peningkatan

penggelap
iperiukan untuk

korupsi ini sangat ¢

' ut.
terjadinya tindak pidana terseb
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